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ABSTRAK 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN MENDIRIKAN 

BANGUNAN DI SEPANJANG ALIRAN SUNGAI DI DESA SUNGAI 

REBO KECAMATAN BANYUASIN 1 

 

NANDA KURNIA  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap larangan 

pendirian bangunan di sepanjang aliran sungai di Desa Sungai Rebo, Kecamatan 

Banyuasin 1, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran 

masyarakat dalam mematuhi aturan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 

maraknya pembangunan di kawasan sempadan sungai yang melanggar ketentuan 

tata ruang dan berdampak negatif terhadap ekosistem sungai. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan 

data melalui wawancara dengan pemerintah desa, masyarakat setempat, dan aparat 

penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Desa 

Sungai Rebo masih belum berjalan secara efektif. Pemerintah desa hanya mampu 

memberikan sosialisasi dan peringatan, sementara koordinasi dengan aparat 

penegak hukum di tingkat kecamatan dan kabupaten masih lemah. Faktor ekonomi 

menjadi alasan utama masyarakat mendirikan bangunan di sepanjang sungai, di 

mana lahan di kawasan sempadan sungai dianggap lebih terjangkau dan tidak 

dikenakan pajak. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman 

masyarakat terhadap dampak lingkungan, serta pengaruh hukum adat yang kuat, 

turut memengaruhi perilaku masyarakat dalam melanggar aturan tersebut. 

Minimnya pengawasan dan penegakan sanksi juga menyebabkan masyarakat 

merasa bebas untuk mendirikan bangunan di kawasan terlarang. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, 

diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah desa dan aparat penegak 

hukum, pengawasan yang lebih ketat, penerapan sanksi yang konsisten, serta 

edukasi lingkungan yang melibatkan tokoh-tokoh adat setempat. Pemerintah juga 

perlu menyediakan alternatif pemukiman bagi masyarakat yang tinggal di kawasan 

sempadan sungai guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan 

pelestarian lingkungan. 

 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pendirian Bangunan, Sempadan Sungai, 

Kesadaran Masyarakat, Desa Sungai Rebo. 

 
 

 

 

 



ix 
 

 

 

ABSTRACT 

LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL DEMANDS 

BY THE PUBLIC PROSECUTOR (JPU) IN CONNECTION CASES AT THE 

DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE OF PALEMBANG CITY 

 

NANDA KURNIA 

 

This study aims to analyze law enforcement against the prohibition of building 

construction along rivers in Sungai Rebo Village, Banyuasin 1 District, and to 

identify factors that influence public awareness in complying with these 

regulations. This study was motivated by the rampant development in river border 

areas that violate spatial planning provisions and have a negative impact on river 

ecosystems. The method used in this study is qualitative descriptive, with data 

collection through interviews with the village government, local communities, and 

law enforcement officers. The results of the study indicate that law enforcement in 

Sungai Rebo Village is still not running effectively. The village government is only 

able to provide socialization and warnings, while coordination with law 

enforcement officers at the sub-district and district levels is still weak. Economic 

factors are the main reason people build buildings along rivers, where land in river 

border areas is considered more affordable and is not taxed. In addition, the low 

level of education and public understanding of environmental impacts, as well as 

the strong influence of customary law, also influence people's behavior in violating 

these regulations. The lack of supervision and enforcement of sanctions also causes 

people to feel free to build buildings in prohibited areas. This study concludes that 

to improve the effectiveness of law enforcement, better coordination between 

village governments and law enforcement officers, stricter supervision, consistent 

application of sanctions, and environmental education involving local traditional 

figures are needed. The government also needs to provide alternative housing for 

people living in riverbank areas in order to maintain a balance between community 

needs and environmental conservation. 

 

Keywords: Law Enforcement, Building Construction, River Boundaries, Public 

Awareness, Sungai Rebo Village.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

Desa Sungai Rebo, yang terletak di Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten 

Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, memiliki karakteristik geografis yang 

khas, dengan sungai yang melintasi wilayah ini menjadi elemen penting dalam 

struktur alam dan tata ruang desa. Secara geografis, desa ini dikelilingi oleh 

sungai dan dataran rendah, sehingga sangat rentan terhadap perubahan 

lingkungan, terutama akibat aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.   

Sungai di Desa Sungai Rebo memiliki peran multifungsi, baik sebagai 

sumber air bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari, habitat flora dan fauna, serta 

menjaga keseimbangan ekosistem. Peran ekologis sungai ini penting dalam 

mempertahankan kualitas air serta mencegah kerusakan lingkungan yang lebih 

luas1. Selain fungsi ekologis, sungai juga memiliki nilai ekonomi, di mana 

beberapa penduduk memanfaatkannya untuk kegiatan perikanan dan 

transportasi lokal. Sungai juga memiliki nilai sosial dan budaya sebagai tempat 

berkumpul bagi warga. Oleh karena itu, keberadaan sungai ini harus   

dilestarikan agar manfaatnya dapat dilestarikan agar manfaatnya dapat dinikmati 

oleh generasi sekarang dan mendatang.  

Namun, kondisi tersebut mulai terganggu dengan adanya peningkatan 

jumlah bangunan yang didirikan di sepanjang aliran sungai. Masyarakat sekitar 

mulai mendirikan bangunan untuk keperluan pribadi dan komersial tanpa 

                                                             
1 Böck, K., Polt, R., & Schülting, L. (2018). Ecosystem Services in River Landscapes., 413-

433. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73250-3_21. 
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memperhatikan peraturan mengenai jarak minimal bangunan dari tepi sungai. 

Akibatnya, dampak negatif seperti erosi di tepi sungai mulai terlihat, terutama 

karena hilangnya vegetasi (kehidupan (dunia) tumbuh-tumbuhan atau (dunia) 

tanam-tanaman)2 yang berfungsi sebagai penyangga alami. Selain erosi, 

pendirian bangunan ini juga mempersempit area bantaran sungai dan juga 

pencemaran fisik air sungai. 3  

Selain itu, pencemaran air sungai akibat limbah domestik dan komersial 

menjadi masalah serius. Limbah yang tidak dikelola dengan baik sering kali 

mengalir langsung ke sungai, merusak kualitas air dan habitat bagi flora dan 

fauna air, serta mengancam kesehatan masyarakat yang bergantung pada sungai 

sebagai sumber air4. Secara keseluruhan, pemanfaatan ruang di sepanjang aliran 

sungai tidak selaras dengan upaya perlindungan lingkungan, sehingga 

diperlukan penanganan serius untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.   

Pendirian bangunan di sepanjang aliran sungai memberikan dampak 

negatif yang signifikan terhadap ekosistem sungai Desa Sungai Rebo. 

Penghilangan vegetasi alami yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem 

menyebabkan risiko erosi meningkat. Vegetasi ini juga berperan penting dalam 

menyerap polutan yang berpotensi mencemari air sungai5. Penurunan kualitas 

                                                             
2 Setiawan, E. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti kata vegetasi - Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Available at: https://www.kbbi.web.id/vegetasi (Diakses: 06 

Oktober 2024).  
3 Hakki, W., Sugiyanta, I. G., & Haryono, E. (2015). Dampak pemanfaatan bantaran sungai 

terhadap kualitas lingkungan di Kelurahan Pasar Krui. Jurnal Penelitian Geografi (JPG), 3(3).  
4 Padafing, P. S., Tang, M. I. P., Manapa, I. Y. H., Fanpada, N., Tangbay, Y. T., Trisanti, A., 

... & Selly, J. J. (2023). Pengaruh Limbah Sampah di Sungai Beldang Kota Kalabahi. Jurnal 

Mahasiswa Kreatif, 1(5), 275-280. 
5Rowiński, P., Västilä, K., Aberle, J., Järvelä, J., & Kalinowska, M. (2018). How vegetation 

can aid in coping with river management challenges: A brief review. Ecohydrology & 

Hydrobiology. https://doi.org/10.1016/J.ECOHYD.2018.07.003. 
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air akibat limbah domestik dan komersial yang dibuang langsung ke sungai 

memperparah kondisi, dengan limbah berbahaya seperti fosfat dan logam berat 

merusak habitat organisme air. Dampak ini bisa menyebabkan kepunahan 

spesies lokal dan mengurangi populasi ikan yang menjadi sumber pangan bagi 

masyarakat.   

Kerusakan ekosistem sungai juga mengurangi kapasitas sungai dalam 

menyerap curah hujan, meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. Sungai 

yang sehat berfungsi sebagai penyeimbang alam dalam menghadapi perubahan 

iklim6, namun kerusakan ekosistem membuat sungai rentan terhadap bencana 

alam yang mengancam masyarakat sekitarnya.   

Selain merusak ekosistem, pendirian bangunan di sepanjang sungai juga 

berdampak langsung pada kehidupan masyarakat7. Risiko bencana seperti banjir 

dan tanah longsor meningkat, terutama ketika sungai tidak lagi memiliki jalur 

alami untuk menampung air hujan. Banjir yang sering terjadi merusak 

infrastruktur, mengganggu akses jalan, serta mengancam mata pencaharian 

penduduk, seperti nelayan dan petani.   

Tanah longsor juga menjadi ancaman serius akibat pendirian bangunan 

di lahan yang tidak stabil. Selain itu, pencemaran air sungai mengakibatkan 

masalah kesehatan bagi masyarakat, seperti diare, kolera, dan penyakit kulit. Air 

sungai yang tercemar tidak lagi dapat diandalkan sebagai sumber air bersih bagi 

masyarakat. Secara keseluruhan, pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan 

                                                             
6Pahlewi, R. Y., & Rahman, B. (2023). Penataan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau 

Sempadan Sungai. Jurnal Kajian Ruang, 3(2), 265-279. 
7 Setiawan, A., & Samin, S. (2020). Pendirian Bangunan di Bantaran Sungai 

Je’neberang. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, 1(2), 287-296. 
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aturan tidak hanya berdampak pada ekosistem sungai, tetapi juga memperburuk 

kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.   

Penegakan hukum lingkungan dalam konteks pendirian bangunan di 

sepanjang aliran sungai di Desa Sungai Rebo sangat mendesak. Tanpa 

penegakan hukum yang konsisten, kerusakan lingkungan dan risiko bencana 

akan semakin meningkat. Beberapa peraturan yang melarang pendirian 

bangunan di sepanjang aliran sungai sudah ada, seperti Undang-Undang No. 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta 

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Aturan ini melarang 

perubahan fungsi ekosistem yang dapat merusak lingkungan, termasuk pendirian 

bangunan di kawasan sungai. 

Sayangnya, penegakan hukum di Desa Sungai Rebo masih lemah. 

Minimnya pengawasan dari pihak berwenang dan penerapan sanksi yang tidak 

tegas membuat masyarakat merasa bebas untuk melanggar aturan. Kesadaran 

hukum masyarakat yang rendah juga menjadi kendala dalam upaya pelestarian 

lingkungan8, sehingga diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif 

mengenai pentingnya menjaga sungai.   

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat di Desa Sungai Rebo menjadi 

salah satu faktor utama penyebab maraknya pelanggaran lingkungan di 

sepanjang aliran sungai. Faktor pendidikan dan ekonomi mempengaruhi tingkat 

                                                             
8 Leonard, F. (2022). Edukasi Pengelolaan Lingkungan Hidup. J-Mas: Jurnal Pengabdian 

Masyarakat, 1 (2), 181-186. 
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kesadaran ini9. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah sering kali tidak 

memahami pentingnya menjaga lingkungan dan cenderung mendirikan 

bangunan di tepi sungai untuk keperluan ekonomi, seperti membuka usaha atau 

tempat tinggal.  

Minimnya sosialisasi mengenai peraturan lingkungan oleh pemerintah 

juga berkontribusi pada rendahnya kesadaran ini. Pemerintah dan aparat penegak 

hukum perlu melakukan upaya edukasi yang lebih efektif dan tegas, serta 

memberikan sanksi yang lebih ketat kepada pelanggar untuk memberikan efek 

jera. Kombinasi antara edukasi dan penegakan hukum yang kuat akan 

mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap aturan lingkungan.  

Oleh karena itu, penulis berpendapat penelitian ini menjadi penting untuk 

dilakukan karena kondisi lingkungan di Desa Sungai Rebo semakin terancam 

oleh maraknya pendirian bangunan di sepanjang aliran sungai, yang berdampak 

negatif terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar. Penelitian ini 

bertujuan untuk memahami bagaimana penegakan hukum terkait larangan 

pendirian bangunan di sepanjang aliran sungai Desa Sungai Rebo, Kecamatan 

Banyuasin 1, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan tersebut. Dengan mengkaji 

implementasi peraturan dan menilai efektivitas penegakan hukum, penelitian ini 

akan mengevaluasi sejauh mana pemerintah dan pihak berwenang berhasil 

dalam melindungi ekosistem sungai dari kerusakan yang disebabkan oleh 

                                                             
9 Rajapaksa, D., Islam, M., & Managi, S. (2018). Pro-Environmental Behavior: The Role 

of Public Perception in Infrastructure and the Social Factors for Sustainable 

Development. Sustainability, 10, 937. https://doi.org/10.3390/SU10040937. 
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aktivitas pembangunan yang tidak terkendali. Selain itu, penelitian ini juga 

berupaya untuk menemukan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan edukasi yang 

mempengaruhi kesadaran masyarakat, sehingga dapat memberikan rekomendasi 

yang tepat guna dalam meningkatkan kepatuhan hukum dan menjaga 

keseimbangan lingkungan di wilayah ini. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan 

tercipta solusi yang lebih efektif dalam menegakkan hukum dan membangun 

kesadaran masyarakat guna melindungi keberlanjutan ekosistem sungai dan 

mencegah dampak negatif bagi kehidupan masyarakat di masa mendatang. 

B. Rumusan Masalah 
 

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di sepanjang 

aliran sungai desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1?  

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran Masyarakat desa Sungai Rebo 

Kecamatan Banyuasin 1 dalam mematuhi aturan larangan pendirian 

bangunan di sepanjang aliran sungai? 

C. Ruang Lingkup 

 
     Ruang lingkup penelitian ini mencakup : 

 

1. Kawasan Penelitian : Fokus penelitian adalah Desa Sungai Rebo, Kecamatan 

Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang terletak di 

sepanjang aliran sungai yang menjadi objek studi terkait masalah pendirian 

bangunan di wilayah sempadan sungai. 

2. Aspek Hukum dan Lingkungan : Penelitian ini akan membahas secara 

mendalam mengenai Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah 
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No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan implementasinya di Desa Sungai 

Rebo, serta dampak dari pendirian bangunan ilegal terhadap lingkungan dan 

masyarakat. 

3. Faktor Sosial-Ekonomi dan Kesadaran Masyarakat : Penelitian ini juga 

mencakup analisis faktor-faktor sosial, ekonomi, dan edukasi yang 

mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan 

lingkungan yang ada. Ruang lingkup ini meliputi kajian tingkat pendidikan, 

ekonomi masyarakat, serta peran pemerintah dalam sosialisasi peraturan 

terkait lingkungan. 

4. Rentang Waktu : Penelitian ini akan berfokus pada kondisi aktual dan 

perkembangan penegakan hukum serta perilaku masyarakat dalam kurun 

waktu beberapa tahun terakhir, khususnya setelah peningkatan jumlah 

pendirian bangunan di sepanjang aliran sungai. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
 

1. Tujuan Penelitian 

 

a. Menganalisis penegakan hukum terkait larangan pendirian bangunan di 

sepanjang aliran sungai Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin 1. 

Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana aturan-aturan yang berlaku, 

seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 

38 Tahun 2011, diimplementasikan di lapangan, serta bagaimana 

efektivitas penegakan hukum tersebut dalam mencegah kerusakan 

lingkungan. 



8 
 

 

b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat 

dalam mematuhi aturan larangan pendirian bangunan di sepanjang aliran 

sungai. Penelitian ini akan mengungkap faktor sosial, ekonomi, 

pendidikan, dan sosialisasi pemerintah yang mempengaruhi perilaku 

masyarakat dalam mematuhi aturan lingkungan, serta mencari solusi yang 

dapat meningkatkan kepatuhan hukum dan kesadaran lingkungan. 

2. Manfaat Penelitian 

 

a. Manfaat akademis : Penelitian ini akan menambah literatur dan referensi 

mengenai penegakan hukum lingkungan serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesadaran masyarakat di wilayah sempadan sungai. 

Hasilnya dapat digunakan oleh peneliti lain untuk studi serupa di daerah 

lain yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang sama. 

b. Manfaat bagi pemerintah dan pembuat kebijakan : Temuan penelitian ini 

dapat digunakan oleh pemerintah daerah maupun pusat untuk 

memperbaiki implementasi kebijakan yang ada, meningkatkan efektivitas 

penegakan hukum, dan menyusun program sosialisasi yang lebih tepat 

guna dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

menjaga lingkungan. 

c. Manfaat praktis : Penelitian ini dapat membantu aparat penegak hukum 

dan pemerintah daerah dalam merumuskan tindakan yang lebih tegas dan 

efisien dalam menangani pelanggaran terkait pendirian bangunan di 

sepanjang sungai. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

rekomendasi konkret untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut 
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dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui kebijakan 

perlindungan lingkungan yang lebih baik. 

E. Kerangka Konseptual  
 

Kerangka konseptual menjelaskan bagaimana konsep tertentu 

berhubungan dengan istilah yang jelas atau teliti berdasarkan definisi tersebut. 

Makna kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Penegakan Hukum : Penegakan hukum didefinisikan sebagai proses di 

mana hukum atau peraturan yang telah ditetapkan diimplementasikan oleh 

aparat yang berwenang. Dalam konteks penelitian ini, penegakan hukum 

berkaitan dengan implementasi peraturan yang melarang pendirian 

bangunan di sempadan sungai, sesuai dengan Undang-Undang No. 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai 

2. Larangan mendirikan bangunan di sempadan sungai merujuk pada 

ketentuan hukum yang melarang pembangunan fisik seperti rumah, toko, 

atau bangunan komersial di sepanjang kawasan tepi sungai. Larangan ini 

bertujuan untuk melindungi lingkungan, mencegah erosi, dan menjaga 

kualitas air. Peraturan ini sering kali diatur dalam Peraturan Daerah atau 

peraturan pemerintah terkait tata ruang dan pengelolaan sungai. 

3. Sempadan sungai adalah area di tepi sungai yang memiliki fungsi ekologis 

sebagai penyangga alami10. Berdasarkan peraturan, sempadan sungai 

                                                             
10 Admin. (2021). Sempadan Sungai Adalah. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air. 

https://sumberdayaair.malangkab.go.id/pd/detail?title=sumberdayaair-opd-sempadan-sungai-

adalah (Diakses 8 Oktober 2024) 

https://sumberdayaair.malangkab.go.id/pd/detail?title=sumberdayaair-opd-sempadan-sungai-adalah
https://sumberdayaair.malangkab.go.id/pd/detail?title=sumberdayaair-opd-sempadan-sungai-adalah
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harus dilindungi dan tidak boleh dibangun untuk menjaga keseimbangan 

ekosistem, mencegah banjir, dan mengurangi risiko kerusakan lingkungan. 

Peraturan ini biasanya mencantumkan jarak tertentu dari tepi sungai yang 

harus bebas dari bangunan. 

4. Kesadaran masyarakat merujuk pada pemahaman dan sikap masyarakat 

terhadap pentingnya mematuhi aturan hukum yang berlaku. Dalam 

konteks ini, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sempadan 

sungai dan mematuhi larangan pendirian bangunan akan menjadi variabel 

kunci yang diteliti. 

5. Dampak lingkungan mengacu pada perubahan negatif atau positif yang 

terjadi pada lingkungan akibat aktivitas manusia. Dalam hal ini, dampak 

yang dianalisis adalah kerusakan ekosistem, penurunan kualitas air, erosi, 

dan risiko bencana alam seperti banjir akibat pendirian bangunan di 

sepanjang aliran sungai yang melanggar aturan. 

6. Hukum lingkungan adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara 

manusia dan lingkungannya dengan tujuan menjaga keseimbangan 

ekosistem dan melindungi sumber daya alam11. Dalam penelitian ini, 

hukum lingkungan merujuk pada aturan dan kebijakan yang melarang 

aktivitas pembangunan yang dapat merusak kawasan sempadan sungai. 

F. Review Studi yang Relevan  

Berikut dua studi terdahulu yang relevan untuk pembahasan skripsi 

mengenai penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di sepanjang aliran 

                                                             
11 Fisher, E. (2017). Environmental Law: A Very Short Introduction. 

https://doi.org/10.1093/actrade/9780198794189.001.0001. 
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sungai : 

1. Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan di Daerah Aliran Sungai 

(Studi di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Jawa Timur) oleh Heru 

Kuswanto et al (2024). 12Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 

penegakan hukum terkait pendirian bangunan di kawasan Daerah Aliran 

Sungai (DAS) di Kecamatan Dolopo, Madiun. Studi ini menggunakan 

pendekatan empiris dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, 

wawancara, dan studi dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa penegakan 

hukum di kawasan DAS masih lemah, terutama dalam hal pengawasan dan 

penerapan sanksi.  

2. Banyak bangunan didirikan tanpa izin yang sah, melanggar ketentuan yang 

ditetapkan oleh peraturan daerah dan peraturan pemerintah terkait tata 

ruang. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya intensifikasi 

sosialisasi dan pengawasan dari pihak pemerintah serta penegakan hukum 

yang lebih tegas untuk mencegah pendirian bangunan ilegal di sempadan 

Sungai.  

3. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan 

Sungai di Kota Banjarmasin (Firdaus, Ananta dkk., 2021)13 Penelitian ini 

bertujuan untuk merumuskan kebijakan terkait penataan kawasan sempadan 

sungai di Kota Banjarmasin. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 

                                                             
12Kuswanto, H., & Nugroho, S. S. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pendirian 

Bangunan Dikawasan Daerah Aliran Sungai (Das) (Studi Di Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun Jawa Timur). Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, 10(1), 50-58. 
13 Firdaus, M. A., Ristiawati, R., & Saphira, S. (2021). Formulasi kebijakan pelaksanaan 

perlindungan kawasan sempadan sungai di kota Banjarmasin. Jurnal Ius Constituendum, 6(2), 

424-441. 
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31 Tahun 2012, kawasan sempadan sungai di Banjarmasin mengalami alih 

fungsi menjadi permukiman penduduk akibat kurangnya pengetahuan 

masyarakat tentang peraturan pendirian bangunan di kawasan tersebut. 

Studi ini menggunakan pendekatan socio-legal yang meneliti peraturan 

yang berlaku dan dampaknya di lapangan, serta faktor sosial budaya yang 

mempengaruhi implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi Perda asih lemah karena masyarakat Banjarmasin secara 

tradisional tinggal di tepi sungai, serta ketidaksesuaian antara pengaturan 

jarak sempadan sungai dengan kondisi geografis setempat. Penelitian ini 

merekomendasikan revisi kebijakan untuk memperkuat perlindungan 

kawasan sempadan sungai serta sosialisasi intensif kepada masyarakat. 

Dari kedua studi tersebut, relevansi untuk skripsi yang sedang dibuat 

terletak pada perlunya penegakan hukum yang lebih kuat di kawasan aliran sungai, 

serta pentingnya pendekatan komprehensif yang menggabungkan aspek ekologis 

dan pengembangan sosial-ekonomi untuk menjaga kelestarian sungai serta 

melindungi masyarakat dari risiko bencana. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  
 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Jenis 

penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum dalam realitas 

sosial terkait penegakan hukum lingkungan dan kesadaran masyarakat di 

Desa Sungai Rebo. Penelitian hukum empiris melihat bagaimana aturan 

hukum dijalankan dalam praktik serta mengevaluasi pengaruh sosial, 
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ekonomi, dan budaya terhadap kepatuhan hukum14. Fokusnya adalah 

mengumpulkan data empiris tentang bagaimana hukum lingkungan 

dipraktikkan dan dipatuhi di lapangan, khususnya mengenai larangan 

pendirian bangunan di sepanjang aliran sungai. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus hukum empiris, 

dengan Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin 1, sebagai studi kasus. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum 

lingkungan dijalankan dalam praktik, serta bagaimana faktor sosial dan 

ekonomi mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan 

lingkungan. Dengan demikian, pendekatan ini melihat secara langsung 

penerapan peraturan terkait larangan pendirian bangunan di sempadan sungai 

dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial-ekologis di desa tersebut. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Rebo, Kecamatan 

Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi ini 

dipilih karena adanya permasalahan spesifik terkait pendirian bangunan di 

sepanjang aliran sungai, yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan 

dan risiko bencana bagi masyarakat setempat. 

2. Sumber Data  
 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: Sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang 

diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (In-depth 

                                                             
14 Agus, A. (2020). Pembedaan Ilmu Hukum Empiris dan Ilmu Hukum Normatif. Jurnal 

Hukum Tri Pantang, 6(1), 1-4. https://doi.org/https://doi.org/10.51517/jhtp.v6i1.214 
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Interview), observasi dan diskusi dengan berbagai pihak terkait termasuk 

aparat pemerintah, masyarakat setempat, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak 

yang terlibat dalam penegakkan hukum lingkungan. Sedangkan data sekunder 

yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara (diperoleh dan di catat oleh pihak lain). Misalnya catatan atau 

dokumentasi. Sumber data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu: 

a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan penelitian yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan 

Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai serta Peraturan 

Daerah kabupaten Banyuasin Nomor 6 tahun 2019 tentang rencana tata 

ruang wilayah kabupaten Banyuasin tahun 2019-2039. 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari 

berbagai literature, jurnal, dan buku yang relevan dengan topik 

penelitian. 

c. Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari 

sumber-sumber yang bersifat umum dan telah disusun dalam bentuk 

referensi seperti ensiklopedia, kamus, direktori, serta bibliografi. Data 

tersier biasanya digunakan untuk memperkuat pemahaman tentang 

konsep, teori, atau istilah yang relevan dengan penelitian. 

3. Metode Pengumpulan Data  
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a. Wawancara Mendalam (In-Dept Interview) : Wawancara dilakukan 

terhadap pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam masalah yang 

diteliti, seperti aparat penegak hukum lingkungan, perangkat desa, tokoh 

masyarakat, serta warga Desa Sungai Rebo. Tujuan wawancara adalah 

untuk menggali informasi terkait penegakan hukum dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kesadaran masyarakat. 

b. Observasi : Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan untuk 

mengamati kondisi fisik aliran sungai, dampak pendirian bangunan di 

sempadan sungai, serta interaksi masyarakat dengan lingkungan sekitar. 

Observasi juga dilakukan untuk melihat pelaksanaan penegakan hukum 

dan kesadaran masyarakat secara langsung. 

c. Dokumentasi : Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data 

sekunder berupa peraturan-peraturan terkait, laporan-laporan dari 

instansi terkait, peta wilayah penelitian, serta data statistik mengenai 

kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. 

 

4. Teknik Analisis Data 
 

             Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap  

a. Analisis Hukum Empiris : Data yang diperoleh melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi akan dianalisis secara empiris untuk 

menggambarkan situasi dan kondisi lapangan. Analisis hukum 

empiris berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan 

nyata dan bagaimana masyarakat menanggapinya. Teknik ini 
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digunakan untuk menyusun narasi yang jelas tentang implementasi 

hukum di Desa Sungai Rebo, serta untuk memahami faktor-faktor 

yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap 

aturan. 

b. Triangulasi Data : Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, 

triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil dari berbagai 

sumber data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Triangulasi ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang 

diambil didasarkan pada data yang akurat dan mewakili kondisi nyata 

di lapangan. 

c. Analisis Tematik : Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama 

dari hasil wawancara, dan observasi terkait dengan penegakan hukum, 

kesadaran masyarakat, serta dampak lingkungan dari pendirian 

bangunan di sempadan sungai. Tema-tema ini akan dianalisis lebih 

lanjut untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang hubungan 

antara variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan penegakan 

hukum di Desa Sungai Rebo. 

H. Sistematika Penulisan  
 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini, penulis berusaha menguraikan gambaran awal 

tentang penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup 

penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian. 
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Bab ini bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai 

pentingnya penelitian terkait penegakan hukum terhadap 

larangan pendirian bangunan di sepanjang aliran Sungai di 

Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin 1, serta faktor-

faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam 

mematuhi peraturan tersebut. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis menguraikan konsep dan teori yang 

mendasari penelitian, termasuk teori penegakkan hukum, 

teori kesadaran hukum, dan teori ekologi lingkungan. Selain 

itu, dibahas pula regulasi terkait Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlinfungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2011 tentang Sungai. Bab ini juga mencakup tinjauan 

studi terdahulu mengenai penegakkan hukum di Kawasan 

sempadan sungai sempadan dan pengelolaan sungai yang 

berkelanjutan. 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas hasil penelitian terkait penegakan hukum 

terhadap larangan pendirian bangunan di sepanjang aliran 

sungai di Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin 1. 

Penulis juga menguraikan hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi terkait kesadaran masyarakat dalam mematuhi 
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aturan lingkungan, serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, baik dari segisosial, ekonomi, maupun 

pendidikan. Hasil penelitian ini kemudian dianalisis untuk 

menemukan solusi yang efektif dalam meningkatkan 

kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. 

BAB IV            PENUTUP  

Pada bab penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi 

berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, 

didasarkan dari hasil yang di dapat dari pihak terkait. 
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